BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR %4 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN REAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untnk meningkakan Pendapatan Asli Daerah dan
mengoeptimalkan pengelolaan sumber daya Mineral Bukan
Logam dan Batuan berdasarkan kententuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2822 tentang Hubungan Keuangan antara
Permerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta benfuk siﬁergi
antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam implementasi
5 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan
kententuan Peratuiran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
. tentang kelentuan wmum Pajak dan Retribust Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemunglitan

| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; |

Mengingal. : 1. Undang-undang Nomor 1% Tahun 1997 teniang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3684) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535) sebagaimana telah
diubsh beberapa kali terakhir dengan Undang—Unﬂang
Nomor 2 Tahun 2020 fentang Penetapan Pcraturan
Pemerintah Pegant]l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangen Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Pensnganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/fatau Dalam Rangka
Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
MNasional dan/alan Stabilitas Sistemm Keunangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 6515);

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009  tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomoer 4959)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 6525);

Undang-Undang Normor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembenfukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik




10.

11.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
dinbah beberapa kali terakhir denpgan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua ﬁtas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 ten{ang
Adminisirasi Pemecrintahan {Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indencsia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Teambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856];

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 63359);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tenfa.ng
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perlambangan Mincral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6721) sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peratiran Pemerintah Nomor 96 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomoer 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6921);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tcntang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6881};

13. Pcraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian Periziznan Berusaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara {Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomeor 91);

14, Peraturan Menteri Encrgi dan Sumber Daya Mineral Nomor
25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan
Mineral dan Batubara (Berila Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 595 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ernergi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahum 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mincral dan Batubara Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);

15. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembentukan Produk Hukum dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
secbagaimana ielah diubah bebrapa kali terakhir dengan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Négcri
Nomor 80 Tahun 2015 ilenlang Pembentukan Produk
Hukum daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157];

16. Peraturan daerah Kabupalen Kerinci Nomor 1 Tahun 2024
tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kerinel tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSEAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN




BAB 1T
EKETENTUAN UMUR
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
5

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

Bupati adalah Bupati Kerinci

Pemeriniah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah
sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah Otonom.

Provinsi adalah Provinsi Jambi.

Gubernur adalah Gubernur Jambi. _
Perangkat Daerah yvang selanjuinya disingkat dengan PD
adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
REakyat Daerah dalam penyclenggaraan urusan
pemerintahan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebuf Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan lidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan uniuk keperiuan Dacrah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikcnakan pajak.

Wajib Pajak adslah corang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pcmotong pajak dan pemungul pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesual deéngan
ketenfuan peraturan perundang-undaongan perpajakan
dacrah. |
Mincral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adelah MBLB scbagsimans dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu
bara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya
disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau
dipermiikaan bumi untuk dimanfaaikan.

K



12. Opsen  adalah  pungitan  lambahan  pajak  menuruat
persentase tertentu.

13. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan é}rang
sclanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang
dikenakan oleh Provinsi afas pokok Pajak MBLB sesniai
dengan ketentuan peraturan perundang — uwndangan.

14. Penagihan adalah scrangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajalk dan biaya penagihen E]:usaLjalﬁi
dengan mencgur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sckaligus, memberitahukan .surai
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankan penyifaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang ' Vang
telah disita.

. 15, Badan adalah sekumpulan crang dan/atau modal.yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melaloakan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, hadan
usaha milik negara disingkal BUMN, badan usaha milik
daerah disingkat BUMD, atau badan usaha milik desa
BUMDes, dengan nama dan dalam bentuk apapurn, firma,
Kongsi, koperasi, dana pension, Perselnituan perkumﬁulan,
Yayasan, organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk konilrak inves{asi kolektif dan bentuk
usaha tctap.

. 16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah vang selanjunya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
schagal sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri ataun identitas
Wajib Pajak daam menyelenggatakan hak dan memenuhi
kewnjiban perpajakan daerahnya.

17. Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (sata)
tahun kalender, kecuali bila Wgjib Pajak menggunakan
tahun buku yang lidak sama dengan tabmun kalender.

18. Pajek yang terntang adalah pajak yang harus dibayar pada
sualll saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajek atau
dalam bagian tahun pajak sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



19.

20.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjelk pajak, penﬂﬁtuan
besarnva pajak yang ferutang sampal kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak seria pengawasan penyctorannya.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjuinya disingkat
RKUD adalah rekening kas umum pemerintah dacrah pada
PT. Bank Jambi Cabang Kerinci.
Sistem Informasi Manujemen Pendapatan Daerah yang
sclanjutnya disingkat SIMPATDA adalah sistem pengelolaan
pendapatan dacrah berbasis tekmologi informasi server-client
vang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam
menghasilkan informasi keuangan yang relevan, éepat,
akurat, lengkap dan dapat divji kebenarannya,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan danj/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, danfatau harta dan kewsjiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. |
Surat Pemberitabhunan Pajak Dacrah FElekironik yang
selenjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat
secara elekironik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan
penghitungan dan atau pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketctapan pajak yang menentukan
besarnya jurmlah pokok pajak yang tcrutang. .
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar . yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak
yvang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kelturangan pembayaran pokok 1:Jaja_k,
besamya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
vang sclanjutnya disingkat SKPDKBT adalalx surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.
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Surat Ietetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjitnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlabh pokolr pajak sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak teratang dan tidak ada
kredit pajal.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjuinya disingkat SKPDLB adalah surat kectctapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredil pajak lebih besar dari pada pajak yvang
terutang atau scharusnya tidak terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah wyang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukii pembayaran atau penyctoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atan telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk ¢leh Bupaldi,

Surat Tanda Setoran yang selanjuinya disingkat 8TS adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan oleh Wajib Pgjak MBLB di RKUD Pemerintah
Daerah pada PT. Bank Jamhbi Cabang Kerinei. _
Surat Tagihan Pgjak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
danfatau sanksi administratif berupa bunga dan/atan
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah sural kepulusan yang
membetulkan  kesalahan  tertulis, Kkesalahan hitung
dan/fatau keckelirnan dalam penerapan keienfuan terfentu
dalam pecraturan perundan-undangan perpajaken daerah
vang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKE, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, dan STPD.

Surat Keputusan Keberatsn adalah surat Keputusan atas
keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SEKI'DKET,
SKPDN, SKPDLB, STPD dan terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pthalk ketiga yang diajukan Wajib Pajalz.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding ferhadap Surat Kepuhusan Keberatan yang
digjukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatalan yang dilakulkan

secara toratur untuk mengumpulkan data dan informasi
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37,
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39,

40,

41.

44,

keuangan yang meliputi  haria, kewajiban, Iﬁodal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang ateu jasa, yang ditatup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugl untuk periode tahun pajak tersebut.

Pemcriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keferangan, dan/ateau bukti yang
dilaksanakan secara cbjektif dan profesional berdasarkan
snain standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenithan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan
lain dalam rangka menyelenggarakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daeral.

Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya disikngkat - KKP
merupakan catatan yang dibuat dan/atau bukti yang
dikumpulkan oleh pemceriksa pada tahap persiapan dan
pelaksanaan pemeriksaan yvang disusun secara sistematis,
sehinggae merupalian rekaman dari semua temuan, kejadian,
dan dala yang diperolch pemcriksa dalam pelaksanaan lugas
pemeruksanya.

Utang Pajak adelah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk  sanksi  administrafif berupa bunga, denda
dan/fatau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak atau sural sejenisnya  berdasarkan peraturan
prundang-undangan perpajalzan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan ocleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak uniuk melunasi utang pajak
atan utang biaya penagihan pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan pajak.

Surat Penoclakan Pemeriksaan adalah surat pernyatazn
keputusan Wajib Pajak untuk pemeriksaan balk secara
pemcriksaan secara lengkap atanpun pemcriksaan secara
sederhana.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
uniuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat lerang tindak pidana i bidang
perpajakan daerah serla menemukan tersangkanya.



BABII
RUANG LINGKUP
Pasgl 2

(1} Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengalur Tata Cara
Pemungutan Pajak MBLB.

(2) Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB scbagaimana dimﬂksuci

pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

A,

roo oo

o b e

= e P B

o

o

tow

pengaturan umum Pajak MBLB;
pendaftaran dan pendataan;
pembayaran dan penyetoran;

pemibukuan,

. pelaporan;

penelitian SPTFD;

. pemeriksasn pajak MBLB;
. surat ketetapan pajak MBLE;

surat tagihan pajak MBLD;
penaginan Pajak MBLE;
kedaluwarsa;

penghapusan piutanyg pajak MBLE;

. kcberatan;

banding;

insenfif fiskal bagi pelaku usaha; _
pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak
MBLB;

. kermuadahan perpajakan daerah;

pembetudan dan pembatatan ketetapan Pajak MBLE;
pengembaltan kelebihan pembayaran Pajak MBLE;
opsen Pajak MBLE.

Hagian Kesaln
Pengaturan Umum Pajak Mblb
Paragraf 1
Cbiek Pajak MBLE
Pasal 3

(1} Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB di
Daerah.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak  MBLB, melipufi
pengambilan MBLB:



a. untuk keporiuzan rumah tangga dar tidalk
diperjualbelikan /dipindahtangankan; '

b. untuk keperluan pemancangan tiang Listrik /telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya'},rang
tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan '

uniuk keperluan Pembangunan rumah ibadah yvang dii}iayai

o

oleh masyarakat.

Paragraf 2
Dasar Pengenaarn, Tarif dan Cara Penghilungan
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil
pengambilan MBLE.,

(2] Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan

. mengalikan  volume/tonase hasil  pengambilan  dan/atau
pemanfaatan dengan milai pasar atau harga standar masing-
masing jenis MBLB.

{3} Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLEB pada mulut
tamnbang.

(4} Harga patokat sebagaimana dimaksud pada ayat {3) d_itetépka_n
scesual dengan  ketentuzan  peraturan perundang-undangan

dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 5
. Tarif Pajal: MBLB ditetapltan sebesar 15% {lima belas perscnj.

Pasal 6
Besaran pokok Pajak MBLE vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, dengan rumus scbagai beriloat:
Pajak MBLB = Vohauine X harga patolan MBLB X Tarif {15%). 5

Pasal 7
Saat lerutang Pajak MBLE dihitung pada saal berlangsuingnya
kegiatan pengambilan MBLE dimulut tambang.



(1)

{2

(3}

(1)

(2)

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan
Pasal &
Untuk mendapatkan data Wajib Pajak MBLB, dilaksanakan
pendaftaran dan pendafazsn terhadap Waiib Pajak baik‘.;yang
berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daeral, yvang
melakukan penguzahiaan atau pengambilan Objek Pajalk MBLB
di wilayah daerah Kabupaten Kerinci. '

Kegiatan pendaftaran dan pendataan scbagimana dimaksud
pada ayat {1} diawali dengan mempersiapkan dokumen. yang
diperlukan berurpa formulir pendattaran.

Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian fidak
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 9

Setiap Wajtb Pajak MBLB wajib mendaitarkan diri dan/atau

melaporkan usahanya kepada PD, dalam jangka walktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebeliun dimulainya
kegiatan usahanya, kecuali ditentuzkan lain.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sebagai berikut:

a. Penyelenpgaraan{penanggung jawab atau kuasanya
mengambil, mengisi dan menandatangant formulir
pendaitaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat
(2).

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan
ditandatangani dengan melampirkan:

1. fotokopi kartu  tanda penduduk (KTD)/fotockopi
identitas diri:

2. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan
hudcam;

3. surat izin usaha dari instansi yang berwenang
{apabila adal;

4. folokopl NPWP (apabila ada);




5. fotokepi Izin Uszha Pertambangan (IUP} {apa bila
adal;

6. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran
dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas dirt
pencrima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disampaikan paling lambat 7 (fujub) hari kerja sejak
Wajib Pajak memperoleh formnlir pendaftaras:.

{4) Berdasarkan Lketerangan Wajib Pajak dan data yang ada
pada formulir pendaflaran, Kepala PD menerbitkan;

a. surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah;
b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
¢. akun Wajib Pajak pada SIMPATDA.

. Paragraf 2
Pendataan

Pasgal 10 :

(1} Pendataan Objek MBLEB dan Subyek Pajak MBLB dilakukan
dengan memberikan forrmulir pendataan kepada setiap calon
Wajib Pajak pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
pengambilan dan/fatau Pengusahaan MBLE. '

(2} Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
ayat (2} disediakan oleh PD dan harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serfa ditandaiangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya. |

. (3) Berdasarkan fermulir pendaftaran yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap seria ditandatangani sebagaifnana
dimaksud pada ayat {2}, orang atau badan sclalu subjek
pajak didaftarkan menjadi Wajib Pajak Daerah.

Paragraf 3
Pendaftaran Secara Jabatan
Pasal 11
(1) Dalam hal calon Wajibh Pajak fidak mengisi dan/falaun
menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pajak MBLB atas
usahanya sebhagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) maka
PD secara jabatan menerbitkan kartu NPFWPD dan surai
pengulauhan sebagal Wajib Pajak berdasarkan data yang
dipcrolch atau dimiliki Pemerintat Dasrah.,



(]

(3}

(4)

{4
(2}

(3)

(4)

Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakmkan berdasarkan hasil Pemeriksaan
Lapangan, atau hasit penelittian administrasi sesuai data
dan/alau informasi yang dimiliki atau diperoleh PD,
termasuk data dan/atan informasi yang dipercleh  dari
kegialan ekstensifikasi. '
Pemberitahuan atau  penyampaian  surai Keputﬁsa.n
Pengukuhan dan Kartu NPWPLD secara jabatan disertakan
pengisian SPTPD kepada Wajib Pajak ataun kuasanya dengan
tanda terima.
[Dalam hal Wajib Pajek atan kuasanya menolak surat
schagaimana dimaksud pada ayal (3), Pelugas mencatat
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak atau sepibak dar PD dan surat dimaksud dianggap
telah diberitahukan.
Bagian Ketiga
Pembayaran Dan Penyetoran
Pasal 12
Pembayaran Pajalkk MBLB dilarang diborongkan.
Wajib Pajak meclakulean pocmbayaran Pajak yang terutang
dengan mengeunakan SPTPD, SKPD, SKPDKE, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, dan STPD dan SPPT atau dokumen lain
yvang dipersamakan antara lain:
a. surat keputusan kebcratan; dan
b. surat keputusan banding,
Pembayaran PFajak schbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis clektronik.
Kepala PD menetapkan jangka wakth: pembayaran Pajalk
terutang uniuk Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh} hari
ketja sejak tanggal SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKFDLB, STPD dan jangka waldtha pembayaran
Pajak terulang untuk Wajib Pajak paling lama 6 {(cnam] bulan
sejalr SPPT terbit sebagaimana dimaksud dalam ayat {2].
Tempat pembayaran dan penyetoran pajak daerah dapat
dilakulzan melalui:
ga. lembaga Perbankan; dan
b. tempal pembayaran lainnya yang ditctapkan Bupat

Kerthiici.



(&) Jumlah Pajak terhmlang vang tetah dibayarkan, Wajib Pajak
dapat mengunduh S8PD  pada laman Pembayaran
SIMPATDA.

Bagian Keempat
Pembukuan
Pasal 13

(1) Wajib Pajak yvang melakukan kegiatan usaha setiap bulan wajib
menyelenggarakan pembulouan / pencatatan  secara elektronik
dan/atau non elektronik,

{2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat {1} harus dilakukan
secara  tertib, teratur, dan benar  sesuai dengan  normsa
pembulkiian yang berlaka.

{3} Pembukuan yang dimaksud pada gyat (2! yaitu jumlah tonase
jenis material vang telah diambil di muluf tambang sebagai
dasar untuk menghitung besarnya Pajak MBLB terutang.

{4} Buku, cafatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembuakan
aftau pencataian sebagaimans dimaksud pada ayat {1} wajib
disimpan selama 5 f[lima) {almin di Indonesia di tempat
kedudukan Waijib Pajak Badan.

Bagian Kclima
Pclaporan
Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 14

(1) Waiib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD.

{2) SPTPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mencakup
selurnh jenis MBLB tcrutang sesuai pembukuan atau
pencatatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal
13 ayat (3). j

(3} Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayatl {1)
dilakukan setiap Masa Pajak.

(4) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayal
(2) disampaikan kepada PD melalui SIMPATDA setelah
herakhimya masa pajek dengan mengupload bukti berupa
pembulkuan dan/atan dokumen lainnya untuk ditcliti cleh
pemeriksa pajak sebagat dasar penerbitan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, danfatau SKPDLB.




(1)

(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

()

(1)

Paragraf 2
Tala Cara Pelaporan Perhitungan Pajak

Pazal 15
Setiap Wajib Pgjak MBLB wajib menyclenggarakan
pelaporan perhitungan pajak MBLB sesuai ketentuan
perundang-undangan., '
Wajib Pajak yang tidak mclakukan pelaporan penghilungan
melalui SPTPD  sebagaimana dimaksnd pada ayat (1}
diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala PD.
Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayval

{2) disampaikan melalui surat dan /atan surat elektronil,

Pasal 16
Pelaporan  perhitungan pajak MBLB  sebagaimiana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2] terdiri dari:
a. ‘Tahap pengisian; dan
b. Tahap pengiriman data.
Waiib Pajalkk MBLB melakukan tahap pengisian dan ishap
pengiriman data scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
melaui e-SPTPD dengan memberikan informasi secara
lengkap dan jclas. '
E-SPTPD sebagaimmana dimaksud pada avat {2] diakses

melahai laman https:/ /simpastda-kerinci.mdigi.tech.

Laman sistcm pcrpajakan sebagai mana dimeksud pada

ayat (3) apabila terjadi gangguan petugas pajak dapat

melakukan Langkah teknis sebagai berikut:

a. menunggn laman SIMPATDA pulih selama 2 (dua) hari
kerja; dan |

b. apabila laman belum bisa digunakan petugas p;aja.l{
dapat menerbitkan 8SPTPD secara manual untuk
permtudahan perpajakan.

Bagian Keenarm
Penclitian SPTPD
Pasal 17
PIx VATZ menyelenggarakan urusan penurjang
pemerintahan bidang pajak daerah dan retribusi daerah
melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).



(2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1} meliputi:

(3)

{4)

(5)

(1}

(2)

a. kesesuaian batas akhir pembayaran danj/atau

penyetaran dengan tanggal pelunasan S5PD;
b. kescsuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

kebenaran  penulisan, penghitungan, dan/atau

administrasi lainnya.
Apabila berdasarkan hasil penlitian atas SPTPD diketahui
terdapat Pajak terutang wang tidak atau kurang bayar,
Kepala PD atatui Pejabat yang ditunjuk menerbilkan STPD.
STPD mencantumkan jumlah Pokok Pajak terutang aten
kekurangan pembayaran Pgjak terutang ditambah saﬁksi
administratif bermpa bunga sebesar 1% (satu persen| per
bulan dari jumiah Pajak yang tidak dibayarkan atau
kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak,
uniuk jangka wakin paling lama 24 (duzs puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {sﬁtu]
bulan. '
Dalam hal hasil penelitian SPTPL terdapat indikasi
penyampaian informasi yang tidak sebcnarnya dari Wajib
Pajak, PD dapat melakukan pomeriksaan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pajak MBLEB
Paragraf 1
Sistem Pemeriksaan Pajak MBLB
Pasal 18

Pemeriksaan schagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (S)
yvaitu pcmeriksaan unhik tujuan lain kepatuhan Wajib
Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan Pﬁjak
terutang dilakukan minimal 1 {satu} kali dalam 6 [cnam)
bulan.
Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:
8. Wajib  Pajak  menggjukan  pengernbalian atau

kompensasi kelebihan pembayaran pajal;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang

menunjitkan bahwa pajak yang terhutang tidak atau

kurang dibayar; atau



c. Walib Pajak vang ferpilih untuk dilakukan pemcriksaan

berdasarkan analisis risike.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimalssud

(4)

. (9]

(&)

(1)

pada ayat [1} meliputi penentuan, pencocckan, atau

pengumpuian materi yang berkaitan dengan tujuan

Pemceriksaan, mecliputi:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

¢. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; _

d. pencocokan data dan/fatan alat keterangan; dan fatau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:

a. pemeriksaan lengkap; dan

b. pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) huwrmnf a dilakukan di tempat lokasi objek pajak dengan

menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan

dalam pemeriksaan pada umumnya., '

Pemeriksaan Sederhana sebagaimona dimakswd ayat (4}

huraf b dapal dilakukan: |

a. dilapangan meliputi jenis material MBLB uniuk tahun
berfalan danfatsu  tahun-tahun  sebelurnnya  yvang
diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan
dengan bobol sederhana; dan '

b. dikantor meliputi jenis material MBLB yang diusahaksn
untuk tahun berjalan dengan menerapkan teknik

pemeriksaan dengan bohot sederhana.

Pasal 19
Pemeriksa  dalam meneyelenggarakan pomeriksaan
lapangan bherpedoman pada norma pemeriksaan sebagai
berilui: _
a. pemeriksa harmis memiliki tanda pengenal pemeriksa
dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis
tentang akan dilakuitan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak;



c. pemeriksa wajib memperlihatkan  tanda pengenal
pemeriksa dan Surat Perintah Pemernikszan kﬂﬁada
Wajib Pajak;

d. pemcriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan
pemeriksaan kepada Wajib Pajak vang akan diperiksa;

e. pemeriksa wajil> membuat laporan pemeriksaan;

f. pemeriksa wajib mecmberitahukan sccara terfulis
kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa
hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil
perneriksaarn;

g. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan
dokumen pendulung lainnya yang dipinjam dari Wajib
Pajak paling lama 14 {empat belas) hari kerja sgjak
selesainya pemeriksaan; _

h, pemeriksa dilarang memberitabuikan kepada pihak lain
vang tidak berhak segala sesuain yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak ~ dalam
rangka pemeriksaan; dan

i. pemeriksa wajlbh memberi pefunjulk kepada Wajib Pajak
mengenai penyelenggaraan pembukuan atau
pencatatan dan pelunjuk lainnya mengenai pemenuhan
kewajiban perpajakan sshubungan denpgan
pemeriksaan yang dilakukan, dengan tgjuan agar
pcnyclenggaraan pembulkuan atau pencatatan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun
sclanjuinya dilaksanakan sesual keteniuan Perumdang-
undangan. _

(2) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor
berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikul:

a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang
ditandatangani cleh Bupati melalui Kepala PD untuk
memanggil Wajib Pajalz agar datang ke kanter dalam
rangka pemeriksaan;

b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan
pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;

¢. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
pemeriksa wajib memberitahukan secara  lertulis

kepada Wajib Pajak tentang hasil peeriksaan berupa hal



yang berbeda antara SPTPD dan hasil pemeriksaan; |
pemeriksa wajib mengembalikan bulka, catatan da_n
dokumen pendukung lainnya vang dipinjam dari Wajib
Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja scjak sclesai
pemeriksaan; '
pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain
yvang tidak berhak segala scsuatu yang diketahui atau
diberitahuken kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka pemeriksaan; dan

pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pﬁjak
mengenai penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan
dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang
dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan
pembulnian atau  pencataian  dan  pemenuhan
kewsajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjufn}ra
dilaksanakan sesual ketentuasn Peraturan Perundang-

undangan,

Pasal 20

{1) Pelaksanaan pemcriksaan Dberpedoman pada norma

pemeriksaan sebagai berikuts

.

pemeriksaan dapat dilakukan cleh seorang atau lehih
pemeriksa;

pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di
Kantor Wajib Pajak, di tempat pengusahasn MBLEB,
danfatan ditempal lain diduga ada kaitannya dengan
kegiatan usaha alau pekerjaan Wajib Pajak alau di
tempat loin yang ditentokan oleh Bupati;

pemeriksaan dilaksanakan pads jam kerja dan dapat
dilanjutkan diluar jam kerja jika dipandang perha; |
hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporair Hasil
Pemeriksaan; _
hasil pemeriksaan yang scharuhmnya disetiui olelr Wajib
Pajak dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuan
dan  ditandatangani oleh  Wajibk Pajak  yang
bersanglmtar;




terhadap temuan dalam pemeriksaan vang tidak atan
tidak seluruhnya diseinjui oleh Wajib Pajuk, dilakukan
Pembahbasan Akhir Pemeriksaan; '
berdasarkan Laporan Pemeriksaan diferbitkan SKPDN,
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,

(2) Wajib Pajak saal diperiksa berpedoman pada norma

pemeriksaan sebagai berikut:

2.

Wajib Pajak waiib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan
baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan
waktu yvang ditentukan;

Wajib Pajak berhak meminfa kepada Pemeriksa untuk
memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Tanda
Pengensl Pemeriksa;

Wajib Pajak berhak meminfa kepada Pemeriksa u_r_ltuk
memberikan penjelasan {entang maksud dan tujuan
pemeriksaarn;

Wajib Pajalk berhak meminta kepada Pemeriksa rincian
yvang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara
hasil pemeriksaan dengan SPTPD;

Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan
persctujuan  apabila scluruh hasil  pemeriksaan
disetuiui; '
Wajib Pajak wajlb mecnandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebul tidak
atau tidak seluruhnya disetigni;

Waiib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman
buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan
untuk kelancaran pemeriksaan;

Wajib Pajak wajib memberikan ijin uniuk memasuki
termnpat atau ruangan yang disnggap perlu memberd
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan

Wajib Pajak wajib memberikan kelerangan jang
diperlukan.

Pasal 21

(1) Pedeman Umum Pemeriksaan sebagai berikul:

a.

pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemneriksa Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Dacrah atau

H



Tenaga AhH yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas
untuk meneyelenggarakan pemeriksaan di bidang Pajak
Daerah;

k. pemeriksa harus bekerja sama dengan Wajib Pajak
dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian,
bersifat terbuka, sopan dan objektif serta wajib
menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

¢, Pemeriksaan haruas dilakukan oleh Pemeriksa dengan
menggunakan gambaran yang sesuai dengan kcadaan
sehenarnya tentang Wajib Pajak; dan

d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam scbagai
Bahan untuk Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

{2) Pedomuan pelaksanaan pemeriksaan sebagal berilaat:

a. pelaksanasn pemeriksaan harus didahuhai dﬁﬁgﬂ.ﬂ
program = pemeriksaan, scsuai dengan  tujuan
pemeriksaan dan dengan pengawasan seksams;

b. lnas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk
yvang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan
bukti yvang kuat melalai pencocokan data, pengamatan,
tanya Jawab dan tindakan lain becrkenaan dengan
pemeriksaan; dan

¢. pendapat dan Kesimpulan Pemeriksa hars didasarkan
pada bukti yang kuat dan berdasarkan Peraturan
Perundang-nndangan.

(3) Pedoman Laporan Pemeriksaan sebagai berikut:

a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan
jelas sesuai dengan mang lingkup dan Lujﬁan
peineriksaan, memuat kesimpulan pemerikisasan yang
didulung bukti yang kual tentang ada alau tidak
adanya penyimpangan terhadap keteninan Peraturan
Perundang-undangan, dan memuat pula pengungkspan
informasi lain yang diperlukan;

b. laporan  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan
pengungkapan penyimpangan SPTPD harus
diperhatikan:

1. faktor pembanding;
2. wilai absoluf dari penyimpangan;

3, sifat, bukti dan pelunjuk adanya penyimpangan;

-




4. pengarubh penyimpangar; dan

5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 22
{1} Pemerilktsan lapangan diakulkan dengan cara:

a. memeriksa tanda pelunasan Pajak dan keterangan
lainnya scbagai bulcti pelunasan kewajiban Perpajakan
Daerah;

b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen pendukung
lainnya termasuk kcluaran dari mcdia komputer dan
perangkat elekironik pengolah data lainnya dcngan
memberikan tanda terima;

¢. meminjam buku, catatan dan dokumen pendulung
leinnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan
memnberikan landa lerima;

d. meminta keterangsn lisan dan atag tertulis dari Wajib
Pajak yvang diperiksa;

e, memasuki fempail atan raangan  yang  diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang
yvang dagat memberi petunjuk lenlang keadaan usaha
Wajik Pajak dan/atau tempat lain yang dianggac
penting serta melakukan pemeriksaan ditempat
torschut;

f. meclakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut
pada huraf e apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasulki tempat atau
ruangan dimalksud atau tidak ada ditempat pada saat
pemeriksaan; dan

g. mcminta keterangan dan/fataun bukii yang diperlukan
dari pihak ketipa yang mempunyal hubungan dengan
Wajibh Pajak yang diperiksa.

{2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar Wajib Pajaek membawa fanda
pelunasan  Pajak, mku, catatan, dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolahan data

lainnya;



(1)

{2]

(3)

(4)

b. meminjam buku, catatan, dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluatan dari media knmputer:dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan
mcmberikan tanda terima;

c. mcmeriksa buku, catatan dan dokumen pendnloung
lainnya termasuk kchiaran dari media kemputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya; |

d. meminia keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yvang diperiksa; dan

e, meminia keterangan dan/atau bukii yang diperlukan
dari pthak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pagal 23
Apabila pada saat dilakukan Pemneriksaan Lapangan Wajib
Pajak atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksan {stap
dilaksenakan pads pihak vyang mempuyai kewenaﬁgan
unfuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesaui batas
kewenangannya, dan selanjulnya pemeriksaan dihinda
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikuinya,
Untuk keperiuan pengamanan pemeriksaan, sebelum
pemcriksaan  lapangan ditunda, Pemeriksa dapat
mclalkukan penyegelan fempat atau rueangan  yang
dipcrlukarn.
Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan
setelah dilakukan penundasn sebhagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak ataun Kuasannya tidak juga ada
ditcmpat pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebil
dabhuliz meminta Pegawal Wajib Pajak vang bersangkutan
untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran
pemeriksaan.
Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidalk memberikan ijin
untuk memasuki tempat atau ruangan yanhg dianggap perlua
dan tidak memberi buntuan guna kelancaran pemeriksaan
serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak .atau
kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan.



(o) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mawakili Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk
membantu kelancaran pemeriksaan vang bersangkutan
harus mcenandatangani  Surat Pernyataan Penolakan
Membaniu Kelancaran Pemeriksaan.

(6] Apabila tferjadi penolakan untuk menandatangani surat
schagaimana dimaksud pada ayat (4} dan ayat (5],
Pemeriksa membuat Berita Acara Penclakan Pemeriksaan
yvang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(7) Surat Pernyataan  Penolakan — Pemeriksaan, Surat
Pernyataan Penclakan Membanfu Kelancaran Pemeriksaan
dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (4}, ayat {5), dan ayat (6) dapat
dijadikan dasar untuk penetepan besamnya Pajak terutang
dengan Penetapan Secara Jabatan.

(8) Penetapan pajak secara jabatan yang dimaksud pada ayat
(7] adalah penetapan besamya Pajak torutang dilakmkan
olech Kepala Daerah atau Pgjabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimilild oleh PD.

_ Pasal 24

(1) Pemeriksa mambruat Laporan Hasil Pemeriksaan untok
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB,
SKPDKBT, ataz STPD dan tujuan lain berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Apabila penghilungan besarnya Pajak vang terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD secbagaimana dimaksud
pada ayat {1} berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya
Pajale diberilahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 25
{1) Pemberian tanggapen atas hasil pemerilksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan
dalam wakiu 21 {dua puluhk satu) hari kerja setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
{2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan Lapangan
paling lama 7 (fujul) hari kerja scielah pemeriksaan

lapangan selesai dilakukan,




{3) Hasil Pemcriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak
segera setelah pemerilktsaan selesal dilakukan dan tidak
menungeul tanggapan Wajiib Pajak. _

(4} Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan
sebegaimana dimaksud ayat (2] atau tidak menghadiri
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDXB, SKPDKBT,
atau STPD diterbilkan secara jabatan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampatkan kepada Wajib Pajak.

{5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilekukan
apabila pemeriksasn dilanjutkan dengan penyidikan,

(6] Apabila dalam pemeriksaan ditermukan bukii permulaan
tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daérah,
pemeriksaan tefap dilanjutkan dan pemeriksa membuat

Laporan Hasil Pemeriksaan.

Paragraf 2
Teknis Pemeriksaan Pajak MBLB
Pasal 26
(1) Pemeriksaan Pajak dilakuksn dalam rangks memeriksa
SPTPD dan data pendulkung lainnya unfuk menerbilkan
SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD. |
(2) Pemeriksaan Pajak MBLB sebagai beriloat:
a. memcriksa jumiah tonasc material MBLB yang diambil
di mmilut tambang;
b. memeriksa jumliah penjualan jenis MBLEB yang
diugahakan;
c¢. memeriksa bilf pcmbayaran yang felah diporperasi dan
menggunakan nomor urut tercetak;
d. memeriksa buku kas; dan
e. memeriksa pembayaran service dan bukii pembayaran

sertice.

Pasal 27
f1) Pcmeriksa Pajak setelabh melakukan pemeriksaan seperli
vang diesebutkan pada Paszl 26 ayat (2) menyimpan
dolkumen tersebul sebagai bukti pendukung membuat KKP.
(2) Materi KKXP meliputi:
| a. identitas Wajiib Pajak Daecrah;



b. uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha
Wajib Pajak; '

. asar pengenaan Pajak Daerah; dan

d. piutang Pajak Daerah.

(3 Uraian hasil pemeriksaan meliputi:

a. hasil pemeriksaan tcrhadap Kketaatan penyampaian
SPTPL, :

b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran Pajak
terutang melalui SSPD;

¢. hasil pcmeriksaan terhadap system pencatatan alan
pembukuan yang digunakan Wajib Pajak; dan

d. hasil pemeriksaan terhadap penggunaan bill porporasi;

Pasal 28
{1) Dalam penetapan jabatan yvang disebuikan pada pasal 23
ayal (7}, media yang harus diperhaiikan sebagai berikul;

a. surat tugas Pemeriksaan dan Surat perihal perm.iﬁtaan
untuk menyerahlkan data oleh Wajib Pajak;

b, berita acara penolakan kelancaran pemeriksaan yang
ditandatangani oleh pemeriksa apabila surat pernyatasn
iidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanyva;

c¢. berite acara penolakan penandatanganan berita acara
hasil pemeriksaan; dan '

d. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak.

{2) Prosedur pelaksaan penetapan secara jabatan:

a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksasn dan KEKP
tahun/periode sebelumnya, kemudian direkapitiﬂasi
dan diberikan komentar SPTPD dan S5PD untuk peﬁudt:
vang diperiksa; :

b. melakulkan pengamatan dan membuat berita acara;

c. membuat perbandingan antara lain transaksi dengan .'
nitai SSPD;

d. menghitung kewajiban Wajib Pajak terutang;

e. menyusiit Laporan Hasi Pemeriksaan Pajalt Daerah;

tdan

f, membuat SKPDN, SKPDKR, SKPDKBT, dan STPD.




(1)

(2}

(3}

(4}

(1)

Bagian Xedelapan
Surat Ketetapan Pajak MBLB
Pagal 29
dalam jangka wakitu paling lama 5 (lmma] tahun secjak
terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menertbitkan SKPD,
SEPDKE, SKPDKBT, SKPLGLB, dan SKPDN untuk Pajak
MBLE yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajal.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diterbitikan
dalam hal ierdapat Pajak MBLB yang tidak atau kurang
dibayarkan berdasarkan:
a, hasil peeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka walktu tericntu dan telah ditegur secara
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentuikan dalam surat teguran; atau

2. Walib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan
atsu pencatatan secara elektronik dan/atau non-
clecktronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam
pclaksanaan pereriksaan, '

SKPDEBT sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan
dalam hal ditcmukan data bani dan/atau data yang
scmula belum tcrungkap dan menyebabkan penambahan
pajak yvang ferutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam
langka penerbitan SKPDEBT,
SKPDN sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalarmm hal jumlah pajak terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak alan pajak tidak teruiang dan tidak
ada kredit pajals.

Pasal 30
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran pajak terutang Kepala PD dapat menerbitkan
SKPDLIB.

(2} Jumlah kelkurangan Pajak terutang dalam SKPDEEB hasil

pemeriksaan dikenaksan sanksi 1,8% (satu koma delapan

persent) per bulan dari Pajak yvang kurang atau terlambat




dibayar, dihilung sesjak saat terutangnyva Pajak -atau
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, stau tahun
rajak sampai dengan  diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka wakin paling lama 24 (dua puluh empat) butan serta
bagian dari hulan dihitung penub 1 (satu) bulan.

{3) Jumlah pajak wvang teratang dalam SKPDKE thasil
perhitungan secara jabatan dukenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2,2% (dua kuma dua pﬂfSﬂnj per
bulan dari Pajak yang kurang atau teriambat dibﬁyar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa pajak, bagian tahun pajak, atau talhin pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka walktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {saifu) bulan, sejak terutangnya pajak
ditambahkan sanksi 25% (dua pulnh lima persen) dari
pokok pajak vang kurang atau terlambat dibayarkan.

(4} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDEBT
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang
terulang dalam SKPDKBT,

(5} SKPDKB dan SKPDKBT wajlb dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 [salu) bulan ssjak tangeal diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Sural Tagihan Pajak MBLB
Pasal 31 _
(1) Dalam jangka wakin paling lama 5 (Hma) {ahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menertbitkan STPD,
{2) Kepala PD dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. pajak teruiang tidak atan kurang dibavar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat [2) ferdapat kekurangan pembayaran
sebagal akibal salah inlis, salah hitung, atau kesalahan
administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDEB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Putusan Banding
vang tidak atan kurang dibayar sefelah jatuh tempo

pembayaran; ata

A



d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa

runga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf a dan huruf b, berupa pokock Pajak yang
kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar % (satu perscn) per
bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tenggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling la_n:@a 24
fdua puluh cmpat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dikitimg penul 1 (satiz) bulan.

{4) Jumlah tagihan dalam STPD} sebagaimana dimaksud pada

(1}

(2}

(3)

ayat (2) huruf ¢, dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak
yvang tidalk atau kurang dibayar, dihitung dari tanpgat jamh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka wakiu paling lama 24 [dua puluh empat)
bulan sejak saal terutangnya Pajak scrta bagian dari bilan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak MELB
Paragraf 1
Umum
Pasal 32
Penagihan Pajak MBLB dilakukan sebagai beriknt:
a. sistern pelaporan; dan
b, sistem wajib pungut.
Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, adalah sebagai berilkaat:
a4, Wajib Pajiak mengisi SPTPD;
b. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak MBLB
berdasarkan SPTPD;
c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka
diterbitlkan SKPD secara jabatan.
Sistem wajib pungut scbagaimarna dimaksud pada ayat {1)
huruf b, adalah sebagai berikui:
a. pemunguian oleh PD;




(1}

(2]

(3)

(4)

(3)

(6}

b. dilakukan kepada Wajib Pajalk yang mendapatkan
pekertaan borongan di Kabupaten Kerinci;
c¢. setiap Rekanan yang tidak dapat menurnjokan tanda
bukti pcmbayaran Pajak MBLB dikenakan pajak
dengan ketententuan sebagai berikut:
1 rekanan yang melakukan penagihan pembayaran
nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran
Biaya dari kontrak;
2 Dberdasarkan kontrak sebagamana dimaksud angka
1 dimaksud Wajibh Pajak {ferlebih dabmlu ke
pemeriksa PD untuk menvampaikan SPTPD,
3  Wajib Pajak melakulean pembayaran Pajak MBLB
berdasarkan SPTPD; dan
4 Wgygjib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD,
meaka diterbitkan SKPD sccara jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan Pajak MBLB

Pasal 33
Tata cara Penagihan Pajak MBLB diawali dengan
penerbitan surat teguran. '
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas walkiu pelunasan Utang Pajalt oleh
Penanggung Pajak.
Dalam hal batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat
2] terlampaui dan Wajib Pajak belum melinasi Utang
Fajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
Ehusus untuk Penanggung Pajak yang telah diselujai
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,: atas
Utang Pajak yang diangsur atan ditunda pembayarannya
tidak diterbitkan Surat Teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
schagaimana dimaksud pada ayat {4} belum ditakukan
sctelah melewaii jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa
tanpa didahulul Surat Teguran.
Sural Paksa sebagaimana dJdimaksud pada a}faE {3}
diberitahukan atan disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Pcnanggung Pajak.




(7]

(8)

(9}

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajalmya setelah melewntl jangka waktu 2 x 24 jem (dua
kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat [6], diterbitkan surat
perintah melaksanskan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan bﬂrdasérkan
surat perintah melaksanakan penyitean sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), PD berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalni kantor lelang tcrhadap
barang yang disita,

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka wakiu 14 (empat belas hari} terhitung sejak

pengumuman lelang.

(10} Pengumuman lelang schagaimana dirnaksud pada ayat {9)

dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(ermpat belas harip terhitung sefak dilakukan penyitaan.

(I1)Hasil lelang dipcrgunakan terlebih  dahulu  untuk

(1)

(2)

@)

membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk

membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa
Pasal 34
Hak untuk melakuikan Penagihan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1} menjadi
kedaluwarsa sctelah melampaut wakiu 5 (lima) tahun
terhitung scjak saal terulangnya Pajak, kccuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dacrah.
Dalam hal saat terutang Pajak MBLB yang dipungut
berdasarkan penetapan PD berbeda dengan saat terbitnya
SKPI} atan STPD, jangka wakba 5 {lima] tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD atau STPD.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1}):
a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau




(4)

(5}

(6)

(7}

(1)

{2)

e

b ada peugakuan Utang Pajak dari Wajib Pgjak, . baik

langsung maupun tidak langsung. |
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
penangguhan kedaluwarsa Penagihan dihitung scjak
tanggal penyampaian Sural Teguran dan/ atau Surat
Pak=a.
Pengalouan Utang Pajak secars langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {(3) huruf b dilakukan dalam bentuk
pcrnyataan Wajib  Pajak  dengan kesadarannya yang
menyatalzan masih mempunyai WUang Pajak dan belum
mclunasinya kepada Pemerintal: Daerah.
Pengalman  Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b dapat
dikctahui dari pengajunan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan alch
Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengalkuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huraf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung scjaic tanggal pengaltuan
fersebnit.

Bagian Kedua Belas
Penghapuisan Piutang
Pasal 35

Bupati melalui PD melakultan pengelolaan piutang Pajak
MBLE untuk meneniukan prioritas Pcnagihan Pajak.
Piulang Pajak vang tidak mungkin lagi ditagih karena hak
untuk  melakukan  Penagihan sudah  kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ﬁapat
dihapuskan. '
Piutang Pajuk yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan  penagihan sampai  batas  waktu

kedaluwarsa penagihan;
b. hasil koordinasi dcngan aparat pengawas inlernal

daerah.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huraf a

dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

N




(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

Pasal 36
Piutang Pajak yang dapat dihapnskan adalah piutang pajak
yang tercantum dalam: |
a. SKPPD;
b. STPD;
c. SKPDKBT;
d. SKPDKE: aiau

f

surat  keputusan  pembetulan, surai  Kepuitusan

keberatan dan surat Keputusan banding, vang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan

bertambah.

Piutang Pajak wyang dapat dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) untuk Wajib Pajak Badan adalah

piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak bubar, likuid, atau pailit dan penanggung
Pajak tidak dapat ditemulkan;

b. Haltk untuk melakukan penagihan pajak sudah
kcdaluwarsa; atau

c¢. Dolumen sebagai dasar penagihan pajak  tidak

ditcmukan dan ticlah dilaltukan penelusuran secara

optinal scsuai dengan keteninan perundang-undangan

dibidang perpajakan.

Pasal 37

Untuk memastikan keadaan Wgajib Pajak alau piﬁtang

pajak vang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 36 ayat {2), wajib dilakukan penelitian
administrasi oleh Kepala PD.

Penelitian schagaimana dimaksud pada ayat (1) dialukan

oleh tim pemeriksa pajak daerah dan hasilnya diluangkan

kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Penelitian sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tahapan:

a. Mengklasifikasikan Putang Pajak yang memenuhi
kriteria untuk dilakuksn Penghapusan Piutang Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2],

b. Penelitian terhadap Piutang Pajaskyang memenuhi
kriteria untuk dilalkaiitkan Penghapusan Piutang Pajak

¢



(4}

(1}

(2)

sebagaimana dimaksud pada pasal 36 avat {2) hurﬁf a,
dan huruf dilskukan secara administratif yang hasilnya
dituangkan kedalam berita acara penelitian
administratif.

¢. Penelitian teknis scbagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau
Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang
hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemﬂrﬂ{sm;

d, Menyusun rekapitulasi hasil penelitian adrministratif
danfatau rckapitulasi hasil pemerikasaan lapangan
danfatau pemeriksaan kantor guna divalidasi olch
Kepala PD yang memuat:

NPWPD atau dokumen lainy yang dipersamaian;

NOPD;

[ S
: .

nama dan alamat Wajib Pajak;
alamat Ohjclk Pajak;
masa pajalk atay tahun pajak;

ook e

jumlah Piulang Pajak; dan/atau
7. alasan penghapusan Piutang Pajak.

e. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajalc
vang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih
lagi  berdasarkan  rekapitulasi Thasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada huruf 4.

LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

menguraikan keadaan Wajibk Pajak dan Piutang Pajak yang

bersangknian sebagai dasar untuk mencntukan besarnya
piulang pajak yang fidak dapat ditagih lagi dan dinsulkan
uniuk dihapuskan.

Pasal 38
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimans
dimaksud daam Pasal 35 ayat (2), Kepala PD menyusun
usulan penghapusan philtang pajak. '
Daftar usulan penghapusan pitiang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} disampaikan kepads Bupati,




{1)

(2)

(3)

{1)

(2)

Pasat 39

Aparat pengawasan intern pemerintah meakukan revin

atas usulan penghapusan pintang pajak yang disampaikan

oleh Kepala PD scbagaimana dimaksud dalam pasai 38

ayat (1}. |

Selelah dilalatkan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai

piutang pajak.

Dalam hal jumlah pislang pajak vang disampaikan

schagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) lebih dari

Rp.5.000.000.000,00  [ima miliar rmapiah), Bupati

menyampaikan daftar usulan penghapusan pinang pajak

yang felah diakulkuan reviu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan
pcnghapusan. '
Bagian Ketiga Belas
Keberatan
Pasal 40

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati

atay PD atas suata: '

a, SPTPD;

by, SKPDy;

c. SKPDKS;

d. SKPDKBT; atau

e. STPD.

Syarat pengajuan kcberatan adalah sebagai berulkuat:

a. mengajukan Surat Permohonan Keberatan secara
tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. melampirkan fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKR,
SKPDKET, atau STPD sebagai tanda bukii pelaporan;

c. melampirken 8SPD sebagai bulkti pembayaran jika telah
dibayarkan; _

d. melampirkan laperan keuanpan dan bukti pendukung
lainnys;

e, diajukan paling lama 3 (tiga} bulan sejak tanggal SPTPD,
SKFD, BSKPDKE, SKPDKBT, atau STPD tferbit kecuali
jilka Wajib Pajak dapal menunjukan bahwa jangka
wakiu itu ddak dapatl dipenuhi karena keadaan kahar.

1



(3

(4)

{5)

(6)

(7)

(1}

(2)

@)

(4]

(3)

Keberaian dapai diajnkan apabila Wajib Pajak tclah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2), tidak dianggap
sehagai Surat  Keberaian  sehingga tidak  dapat
diperiimbangkanr:.
Keadan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf e
meliputi:
a. bencana alam;
. kebakaran;
e, kerusuhan masala atai huri hara;
d. wabah penyaldit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan periimbangan Bupatfi.
Tanda pencrimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh
Bupati atan PD tercatat sebagai tanda bukti penerimaan
Surat Keberatan.
Format Sural Permohonan Keberatan secbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruaf a, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidek terpisahkan
datri Peraturan Bupati Ini.

Pasal 41 _
Surat  Permohonan  Keberatan dart Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a
dicatai dalam buku register,
Petugas pada PD mengumpulkan data pendukung yang
berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.
Atas kelengkapan pengajuan permohcnan keberatan Wajib
Pajak dilakukan penelilian dan/fatau pemcriksaan
lapangan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan
lapangan.
Pembahasan terhadap laporan pemeriksaan Ilapangan
dirumuskarn dalam berita acara rapat Bidang Paiak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Kesimpulan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untnk menjadi
pertimbangan  penetapan  Kepulusan  Bupali atau
Keputusan PL.

b



8} EKepulusan sebagai mana dimaksud pada ayat (5} berupa
menenma seluruhnya atau  sebagian, menolak atan
menambah besatniya pajak terutang.

(7] Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dan ayatl
(&) harus ditctapkan dalam jangka wakiu 12 ({dua belas)
bulan, sejak tanggal surat kcbheratan diterima.

(8] Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada a},fa:t (7}
telah  lewat, Bupati ataud PD  tidak memberi snatu
keputusan, Surat Kceberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.

9] Dalam hal pengajuan keberafan Pajak dikabulkan sebagian
atau scluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan Bunga 0,6% {(nol
koma enam persen} per bulan dihitung dari Pajak wvang
lebih dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 [dua
pulith empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (gatu) bulan,

(10} Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9}
dikitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan
Surat Kepulusan Keberatan.

{11} Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh perscn) dari jumlah Pajalk
berdasarkan keputusan kebcratan diturangi dengan Pajale
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat Belas
Banding
Pasal 42
(1) Wajib Pajiak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat EKeputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atan PD paling lama
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Kepotusaen Keberatan tersebut.
(2} Permohaonan banding sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam hahasa Indonesia dan

dengan disertai alasan- alasan yang jelas.



(3)

(4)

(1)

{2)

- (4

(1}

(3}

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (safu] bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Keberatan.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paszal 43
Dalam hal permmechonan banding dikabulkan scbhagian atan
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma
cnam perscn} per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka walktu paling lama 24 [dua puluh
cmpat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penub 1
{gatu) bulan. .
Imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung scjak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratlif berupa denda sebesar 30% [iiga p‘ﬁluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (11)
tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding dilolak atau dikabulkan
sebagion, Wajib Pajak dikensi sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enani puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak

yvang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas
Insentil Fiskal Bagi Pelaku Usaha
Pasal 44

Dalam mendukung kabijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.

Insentil fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan,  keringanan, pembebasan, dan/atau
penghapusan atas pokok pajak, danjatau sartksinya.
Insentif fiskal schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajibh Pajak atau diberikan

secara jabatan (Meh Bupati berdasarkan pertimbangan:




()

(5)

(5}

(7}

(1)

a. kemampuan membayar Wajik Pajak;

b. kondisi tertentu objek pgjak seperti keadaan kahar
sehagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat (5);

c. untuk mendukung kabijakan Pemerintah dalam
mencapal program pricritas daerah; dan/atan _

d. untuk mendukung kabijakan Pemerintah dalam
mencapal program pricritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebhagaimana dimaltsud pada ayat

{3} merupakan kewenangan Bupati sesuai  dengan

kebijakan dacrah dalam pengelolaan keuangan daerah,

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} hurf a dan b, dilaiukan dengan

memperhatikan faldor: '

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB oleh
Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun {erakhir;

b. kesinambungan wusaha Wajib Pgjak meningkatksn
penerimaan Pendapatan Asli Dacrah (PAD} secara terus
menerus;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Paak
terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di
daerah yvang bersangkufan; dan/atau

¢, faktor lain yang di tentukan oleh Bupati.

Pemberian insenUf fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha

MBI.B sabagaimana dimaksud pada avat (3) huraf c,

disesuaikan dengsn prioritas daerah yang tercantum dalam

rencana Pembangunan jngka menengah daerah.

Pembetian insentif fiskal kepada Wajilz Pajak sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf d, dilakukan dalam rangka

percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 45
Dalam pemberian insentif fiskal atas permcohonan Wajib
Pajak sebagairmana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), Wajib
Pajak melengkapi Dolumen di kantor PR, berupa:

a. permwohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan

Bahasa Indonesia;

b. melampirkan Fetokopi Kartu Tanda Penduduk (KTPF);
c. melampirkan fotokopi NPWPL, '



d. doltumen pendulnang yang relevan, scperti laporan
keuangan terkakhir, bukti keterbatasan kemampuan
finansial, atau bukti {erjadinya bencana alam atau
keadaan kahar lainnya; dan

e. tajuan dan alasan permchonan yang menjelaslkarn secara
jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan
Wajib Pajak memenuli kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat {5].

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan dengan menyampaikan surat permohdnan
kepada PD, secara terbulls ataupun secara elekironik,

{3) Paling lambal 10 (sepuluh] hari kerja sejak dilerimanya
berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PD melakukan pemeriksaon dengan tujuan lain terhadap
persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayal {i].

(4} Pemeriksgan untuk tujuan lain sebagaimans dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(5} Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan Keputusan
berupa:

a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat
keterangan pcrschajuan; atau

b. menolak permohonan dengan mcncerbitkan surat

penolakan permohonan.

Pasal 46
(1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib
Pajak berupa keringanan, pengurangan, pcembebasan,
penuindaan dan/fatau angsuran atas pokok dan/ atau
sanksi pajak daerah secara jabatan sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 44 ayat (1} dan ayat (2) berdasarkan
periimbangan tertentu.
(2} Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), berupa:
a. kepentingan Daerah dalam rangka:
1. hari ulang tahun Daerah;

2. percepatan target pencrimaan;




{3)

(1)

(2)

(1}

(2}

3. target pajak ditahun berjalan telah tercapai;
dan/atan '

4, penggalian potensi piuiang pajak.

k. limpahan kementrian yang membidangi wirusan Pajak:

1. stimulus kepada Wajib Pajak untuk men_i_ngkaﬂcan
kesadaran Wajib Pajak dalam tertib admi_nist_rasi
pembayaran; dan/atau |

2, kepentingan sosial kemanusiaan.

Pemberian  keringanan, pengurangarn,  pembebasan,
penundaan dan/atan angsuran atas pokok dan/atan
sanksi pajalt daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pralam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksnd
dalam pasal 44 ayat (1] merupakan permohonan Whajib
Pajalz, apabila diperinkan, ¥epala PD dapat melalaikan
pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain  sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 18 ayai {1}.

Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan insentif fskal berhak untuk
menerima intensif fiskal sesual pertimbangan den faktor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat

(3).

Bagian Keenam Belas _
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan
Pajak MBLB |
Pasal 48

Untuk mendapatkan pengurangan, Kkeringanan, ‘dan
pembebasan Pajak MBLE, Wajib Pajak stau kuasanya
harus mengsajukan permohonan secara fertulis kepada
Bupati melaiui PD.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [1}, harus
dilampiri:
a&. surat permohonai;

k. foto Capy KTP Wajib Pajak atau kuasanya;




¢. dolkumen SPFPD dan/atan STPD; dan
d. dokumen pendukung seperti pembukuan, atau
dokiumen lainnya.

(3] Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebiisan

Pgjak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
peling lambat 1 (salu} bulan, terhilung sejak tanggal
diterimanya SPTPD dan/alau STPD. :

(4} Permohonan vyang melebihi batas weakta sebagaimans
dimaksud pada ayat (3) dinyvatakan ditelalk.

Pagal 49
(1} Atfas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
pasal 48 ayat {2] huruf b, PD dapat menugaskan peiugas
pajak untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
(2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menipakan dasar atan bahan pertimbangan Bupati
untuk mengcluarkan surat keputusan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan Pajalt MBLE.

Pasal 5O

{1) Selambat-lambatnya 6 (cnam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
Pajak MBLB, Bupati atau Kepala PD mcnerbitkan surat
keputusan.

(2} Surat Kepulusan sebagairmana dimaksuid pada ayat (1)
dapat berisi:

g, mengabulkan permchonan secara keselurunhan atau
sebagian; dan
b. menolak atan tidak mengabulkan permohonan.

(3) Apabila dalam jangka wakin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PD tidak memberikan keputusan alas permohonan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak MBLB
yvang diajukan oleh Wajlb Pajak aitau kuasanva, maks

permoehonan dianggap diterima.

Pasal 51
Wajib Pajak wyang telah menerima kepufusan pembernan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak MBLB, tidak
dapat mengajukan pengurangan pokek pajak uniuk Ketetapan

yang sama atau sebaliknya.




(1)

{2)

(3)

(4)

(5)

{6)

(7}

Bagian Ketujuh Belas
Kemudghan Perpajakan Daerah
Pasal 32
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada
Wajib Pajak, berupa: '
a. perpanjangan batas wakiu pembayaran atau pclaporan
Pajak MBLB; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atan penundaan
pembayaran Pajak Terutang atau Ulang Pajak.

Perpanjangan batas wakiu pembayaran alau pelaporan
Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memeniuhi
kewajiban perpajakan pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atauw pelaporan
Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a,
dapat diberikan ocleh Bupati berdasarkan permohonan
Wajib Pajal melalui surat permohonan perpanjangan batas
waktu pembayaran.
Pemberian lasilitas angsuran atau penmuandaan pembayaran
Pajak MBLB lerutang atau utang Pajak MBLEB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) humf b, dilakulkan hat Wajib Pajak
mengalami kesulitan likniditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak schingga Wajib Pajak {idak mampu mcmcﬁuhi
kewajiban pelunasan Pajak pads waldunya.
Pemberian fasilifas angsuran alau penundaan pombayaran
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
b, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajik Pajak
melalui surat permohonan angsuran pajak atau surat
permchonan penundaan pembayaran pajalk.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundean pembayaran
pajak teriitang schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b, dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuht kewajiban pembayaran pajak seclama 2 {dua)
tahuun terakhir.
Keputusan Bupati atas permchonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayal (5), paling sedikit

memuat tcntang:




a. menyetiyui jumlah angsuran psjak denfatavw masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai permchonan
Wajib Pajak; _

L. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa sngsuran atau lamanya penundaan  yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c¢. menclak permohonan Wajib Pajak.

(8] Persetujuan aten persetujuan scbagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) haraf a,
dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka wakiu
paling lama 24 {dua puluh empat) bulan.

(4] Pembayaran angsuran sctiap masa angsuran dan
pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,0% [noul koma enam persen] per bulan dari jumlah pajak
yang masih harus dibayar, untuk janglka walctu paling lama
24 [dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {gatu)] bulan.

(10) Keadaan kahar schagaimana dimmaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) meliputi:

&. bencana alam;

b. kchakaran;

¢. kerusuhan massal atan hurn-harg; dan/atau

d. wabah penyalkit.

(11)Format sural permohonan angsuran pajak atau surat
permohonan penundaan pembayaran pejak scbagaimana
dimaksud pada ayat (5) Lercantum dalam lampiran yang
mernapalkan bagian {idak terpisahkan dari Peraturan Bﬁpati

itui.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan
Paragraf 1
Tata Cara Peinbetulan Ketetapan
Pasal 53

Bupati dapat membetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDHEKBT,
dan/atan SKPDLE wvang tidak benar atas permohonan Wajib
Pajak atau Kuasanya dalam hal meliputi:
1, kesalahan iulis;




2, kesalahan hitung; dan/atau
3. kekeliruan penerapan ketentuan terieniu daam peraiuran

perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 54
Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau
SKPDLB yang tidak benar atas permohonan Wajib Pajak ataun
Kuasanya sebagaimana dJdimaksud dalam Pasal 53 dengan
ketenfuan sebagai berikut:
a. Permohonan digjukan uniuk 1 (sata) ketetapan; dan
b. Mclampirkan persyaratan minimal:
1. Fotockopi identitas diri {kartu tanda penduduk/ paspor/
NPWPD);
2. Burat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
3. Data pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPTPL,
SKPD, SKPDKD, SKPDKBET, dan/atau SKPDLB tersebut
tidak benar.

Pasal 55

(1} Membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SXPDHEBT,
danfatan SKPDLB  tersebut tfidalr benar dalam
pencrbitannya sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dapat dilakukan peneclitian administrasi oleh PD.

{2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi.

(3] Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memastikan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya
sebagai dasar untuk membetuikan ketetapan Pajak MBLB.

Pasal 56

(1} Bupati atau Kepala FD dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) harl sejak tanggal penerimaan permohonan
pembetulan secara lengkap, harus memberi keputusan
atas pcrmohonan pembetulan yvang diajukan.

{2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa menerima atau menolak permohonan pembetulan

Waiib Pajak atau Kuasanya,




(1

(2]

(1}

Pasal 57

Perrnochonan pembenilan yang tidal memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dapat
diproses.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas} hari sgjak
tanggal penerimaan permohonan pembetalan, menerbitkan

surat penolakan dengan disertai alasan yang mendasari.

Paragraf 2
Tata Cara Pembatalan Ketetapan
Pasal H8

Bupati dapat membatalken SPIPD, S8SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB danfatau STPD atas permohonan
Wajib Pajak atau Kuasanya yang tidak benar mehputi:
a. SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau

STPD ganda;
b. Objek pajak tidak ada; danfatau _
¢. Objek ataun subjek pajak yang dinyatakan batal (iﬁmi

hukum. '

Pasal 59

Pembatalann SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

dan/fatau STPD yang tidak benar schagaimana dimaksud

dalam pasal 58 dengan ketentuan sebagai berilat:

.

b.

permohonan diajukan untuk 1 {(satu) ketetapan; dan

melampirkan persyaratan minimal:

1. fotokopi identilas diri {kartu tanda penduduk/ paspor/
NPWPDY); |

2. surat kuasa bermaterai cukup hagi yang dikuasakan; dan

3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPTPD,
SKPLy, SKPDKB, SKPDKEBET, dan/atau SKPDLB tersebut
fidak benar.



(1}

{2)

(3]

(1)

(2}

{1

(2)

(1}

Pasal 60

Membatalkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
danfatan STPD terscbut tidak benar dalam penerbitannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 58 dapat dilakukan
pernelitian administrasi eleh PD. '

Hasil penclitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangican dalam laporan hasil penelitian administrast.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) harus memastikan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLEB danjfatan STPD yang {idak benar dalam
penerbitannya  sebagai dasar untuk membatalkan

ketetapan Pajak MBLB.

Pasal 61
Bupati atau Kepala PD} dalam jangika waltu paling lama 14
{empat belas) hari sejak tanggal pencrimaan permohonan
pembatalan secara lengkap, hariis memberi keputusan
atas permohonan pernbetulan yang diajukan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permchonan pembatalan

Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal 62

Permchonan pembatalan yang tidak memenuhi keten{ma_n
schagaimana dimaksud dalam pasal 59 tidak dapat
diproses.

Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi
ketentuan, Kepala PD dalam janglka wakitu paling lama 14
fcmpat belas) hari sgjak tanggal penerimaan permchonan
Pembatalan, menerbitken surat penclakan dengan disertai

alasan yvang mendasari

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 63
Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui PD.




(2)

(3]

(4}

(5)

Bupati melalui PI) atas permohonan Wajik Pajak alau
Kuasanya dapat menyefujui Pengembalian kelebihan
pembayaran atas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDEBT,
SKPDLB dan/atau STPD yang telah dibayarkan meliputi:

a. SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPFDLB dan/atau

STPD vang lcbhih dibayarkan dilampiri dengan S3PD; dan

b, dokumen lainnva sebagal pendukung pengembalian
kelebihan pembayaran.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disefujui, Bupati mclalui PD

menerbitkan SKPDLB Pajalk MBLB.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

MEBLB dapat diajukan oleh Wajib Pgjak atau Kuasanye

dengan ketentuan sebagai berikut: '

&, Permohonan diajukan untuk 1 {satu) ketetapan; dan

b. Melampitkan persyaraian minimal:

1. Surat Pemohonan Pengembalian  yang ditujukan
kepada Kepaia PD;

2. Fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/
paspor/ NPWPD);

3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
dan _

4. Data pendukung yang dapat menunjukan bahwa
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau STPD
yvang telah dibayarkan dengan melampirkan Bukt
Bayar dan S5PD. _

Surat Permohonan pengembalian keicbihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
tercantum dalam lamipran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

(1} Permohonan pengembalian lebih bayar atas SPTPD, S8KPD,

SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau STPD tersebut lebih bayar
dari nilai penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1), dapat dilakukan penelitian administrasi
oleh PD.




(2}

(3}

(1)

(@)

(1]

(2]

(1)

(2)

(3)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksnd pada ayat
{2) harus memaslikan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan/atau STPI> yang lebilh bayar dari nilai penerbitannya
dengan melampiri S8PD dan Bukti Bayar schagai dasar
uniuk pengernbalian lebih bayar Pajak MBLB.

FPasal 65
Bupali atan Kepala PP dalam jangka wakiu paling lama 14
(empat belas} hari segjak tanggal penerimaan permohonan
pembatalan secara lengkap, haras memberi keputusan atas
permohonan pengembalian yang diajukan,
Keputusan sebageimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan pengembalian

Wajib Pajak atau Kunasanya.

Pasal 6b

Permohonan  pengembalian yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 avat [4)
tidak dapat diproses.

Dalam hal pecrmohonan pembalalan (idak memenuhi
ketentuan, Kepala PD dalam jangka waklu pabing lama 14
{cmpat belas) hari sejak tanggel penerimaan surat
permohonan pengembalian menerbitkan surat penolakan

dengan diserlai alasan yang mendasari.

BARE HI
DOPSEN PAJAK MBLEB
Bagian Kesalu
Dasar Pengenaan

Pasal 67
Dasar pengenaan QOpsen Pajak MBLB merupakan dari
Tebitnya SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD Pajak
MBLB tcrutang.
Saat teruiangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terutangnya Pajak MBLB.
Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang
merupakan wilayah Daersh tempat pengambilan MBLEB.



(4)

(5}

(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(6]

(7)

(8)

Besaran pokek Opscn Pajak MBLB yang terutang dihiluang
dengan cara mengatikan tarif Pajak sebesar 25% (dua
puluh lima persen] dengan dasar pengenaan Pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Pemungutan Gpsen Pajak MBLE  yang terufang
dilaksanakan atas Pokok Pajak MBLE terutang bersamiaan
dengan Pemunguitan Pajak MBLB teratang,

Bagian Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Pasal 68
Penghituingan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak
MBLB terutang dilakudkan bersamaan dengan penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLEB.
Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kc kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi
dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLE ke
kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLE.
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan
Penagihan. |
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk
Penagihan sanksi administratfif atas Opsen Pajak MBLE.
Dalam hal Bupati felah menerima pembayaran alas
Penagihan sebagaimana dimaksud pada aval (3), bupati
menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLEB ke kas daerah
Provinsi Jambi paling lama 3 (tiga) hari kerja
Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
dilaksanakan oleh PD. |
Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagairnana dimaksud pada
avat (1} dicanfuinkan dalam SPTPL} Pajak MELE.
Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai dengan ketemiuan peraturan perundatig-

undangan mengenai penagihan pajak daerah.



Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 69

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran
Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan
pembayaran  pajak  MBLB  tecrmasuk memperhituﬁgkan
pengembalian kelebihan pembayaran Opscn Pajak MBLE,

{2} Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diselujui, Bupati mencrbitkan SKPDLB Pajak
MELDB.

(3} Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur paiing lambat 3 (tiga} hari
kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (<)
diterbitkan.

{4) Gubcrnur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen
Pajak MBLEB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan
Pasal 70
(1) Dalam rangka optimalsasi penerimaan Pajak MBLE dan

Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi bersinergi déngan

Pemcrintah Daerah.

(2} Sinergl scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk keria sama.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meiliputi:

a. pertukaran danfalau  pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan

pelayanan kepada masyvarakat, khususnya di bidang

perpajalkan;
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(1)

(2)

(3)

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidaﬂg
perpaiakan; dan

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
atan sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Kerja sama sebagaimana dimsksnd pada ayat (2)

dituangkan  dalam  perjanjlan kerja sama dan

ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati

bersama  sesuai Ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Pajak
Pasal 71
Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat
pembayaran Pajak MBLE melakukan rekonsiliasi data
penerimaan Pajak MBLE seria Opsen Pajsk MBLB setiap
triwulan, '
Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencocokkan:
a. SPTPD;
b. 8SS8SPD;
c. rekening koran bank; dan
d. dekumen penyelesaian kekurangen pembayaran Pajaka
dan pengembalian kelehihan pembayaran Pajak.
Hasil rckonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaidanjuti sesual dengan ketentuwan peraturan

porandang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka {erhadap

hak dan kewaijiban Wajib Pajgsk vang belam diselesaikan

sebelum Peraturan Bupali ini dinndangkan, penyelcsaiannya

dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 Mlember 2025

BUPATI KERINCI,

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 28 WNovewyer 2025

IS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 32



iI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR..32...TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

. UMUM :

Peraturan Bupati Kerinci lenlang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan merupakan pendelegasian dari
ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nemor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Reiribusi Dacrah dimana Peraturan Daerah ini
bahwa untuk Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logsm Dan
Batuan di atuar lchih lanjut dalam peraturan Bupati Kerinci.

Perhitungan Tala Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
sangat penting sebagai dasar pengenaan Pajak MBLB dan Opscn MBLB
sebagai mana diamanatkan dalam peraturan perundangan. Nilai Pajak MBLB
ditentukan dari harga patokan tiap-tiap jenis MBLB dikalikan tarif pajak dan
Opsen MBLB ditentukan dari nilai pokok pajak MBLEB dikalikan tarif Opscn
vang diharapkan depat meningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 2
Avat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Culkup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d

Culoup Jelas




Poasal 3

Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f

Cukup Jelas
Huruf g

Cukup Jelas
Hurul h

Cukup Jelas
Huwrufi

Culup Jelas
Huarufj

Cukup Jelas
Huruf k

Culup Jelas
Hurufl

Cukup Jelas
Hurufm

Cukup Jelas
Huruf i

Cukup Jelas
Huruf o

Cukup Jelas
Huraf p

Cukup Jelas
Hurufr

Cukup Jelas
Huruf s

Cukup Jelas
Huruft

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas



Avat {2)

Huruf a
Culkup Jelas
Huruf b
Culkup Jelas
Huraf ¢
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Paszal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Culnup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4}
Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Avat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Cukup Jelas
Avat (3]
Culkup Jelas
Pasal 9
Ayat {1)

Cukup Jelas




Avat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Anglka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup Jelas
Ayat (3}
Cukup Jelas
Ayat {4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢

Akun SIMPATDA diberikan petugas pajak berupa Usemame dan
Password kepada Wajib Pajak untuk mengakses lama SIMPATDA,

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas




Pasal 11
Avat (1)
Culkuap Jelas
Ayat (2)
Culoup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas
Ayat {4)
Cuikup Jclas
Paszal 12
Ayat (1)
Culup Jelas
Ayat ()
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culzup Jelas
Pasal 13
Ayal (1)
Culaap Jelas
Ayat {3}
Culkup Jelas
Aval (3}
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 14
Avat (1)
Cukup Jelas
Axat {2)

Cukup Jelas




Ayat (3}
Cukup Jelas
Axat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayal {1)
Culup Jelas
Avaf [2)
Cukup Jelas
Avat (3)
Culoup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2}
Cukup Jelas
Avyat (3)
Culnup Jclas
Avyat (4)
Huruf a
Culkup .Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)

Huruf a

Cukup Jelas




Huruf b
Culknp Jelas
Huruf ¢
Cuknp Jelas
Avat (3)
Cuknp Jelas
Avat {4)
Cukyp Jelas
Avat [(5)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat [1)
Culkup Jelas
Ayat (2]
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culkup Jelas
Huruf ¢
Culcup Jelas
Avat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e

Culkup Jelas




Avat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (54
Ciukup Jelas
Ayat (6}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culmup Jelas
Pasal 16
Ayaf (1)
Hurufa
Culknzp Jelas
Hurufib
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jclas
Hurul d
Culnap Jelas
Hurul e
Cukup Jeclas
Huruf £
Cukup Jclas
Huruf g
Culkup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i

Cukup Jelas




Avat (2)

Huruf a

Culup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Culkup Jelas
Huruf d

Cukup Jclas
Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f

Culnap Jelas
Huruf g

Culup Jelas

Pasal 20
Avat {1)

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf ¢

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas
Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f

Culup Jolas

Huruf g

Cukup Jelas




Ayat (2)
Huruf a
Culkmp Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jclas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf ¢
Culaup Jelas
Huruf f
Culoup Jelas
Huruf g
Culzup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1}
Hurul a
Cukup Jelas
Horaf b
Cukup Jclas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Hurufl d
Cukup Jclas
Avat (2]
Huruf a
Cukup Jelas
Hurni b

Cukup Jelas




Huruf ¢

Cukup Jelas
Avat (3}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Anglka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Culkurpr Jelas
Pasal 22
Avat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culkup Jelas
Huruf ¢
Cukup .Jeclas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup .Jelas
Hurf g
Cukup Jelas




Avat (2)

Huruf a
Cukup Jeias
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Culkup Jelas
Huruf d
Culup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Pasal 23
. Ayat (1}
; Cukup .Jelas
i Ayat (2)
Cukup.Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat {5)
Cukup Jelas
Ayat [6)
Cukup Jelas
Ayat (7}
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cokup Jelas
Pasal 24
Avat (1)
Cukup Jelas
Aval {2}

Cukup .Jelas




Pasal 25
Avat (1)
Cukup Jelas
Aval {2]
Cukup .Jelas
Ayal (3]
Cukup Jelas
Avat (4)
Cukup Jelas
Avat (9]
Cukup Jelas
' Ayat (6)
| Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat {])
Culoup Jelas
Ayat (2}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas




Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas |
Huruf 4
Culoup Jelas
Ayat (3}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culnup Jelas
Huruf ¢
Cuiknp Jeias
Huruf d
Cukup Jelas
Pasal 28
Avat (1)
Hurufa
Culkup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jclas
Huruf d
Culup Jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf ¢

Cukup Jelas




Huruf d
Culkup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat {1)
Culkup Jelas

Avat (2}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup Jelas
Anglka 2
Culnup Jelas
Ayat (3}
Culup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1}
Cukup Jelas
Ayat {2)
Cukup Jelas

Ayat (4}

Culap Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayal {6)

Cukup Jelas




Pasal 31
Avai (1}
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat {4)
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2]
Huruf a
Culup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruaf ¢
Cukup Jelas
Avat (3

Hurmf a

Cukup Jelas




Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Angla ]
Kencana Anggaran Biaya yvang dimaksud berupa kontrak
kerja Pembangunan fisik dalam wilayah Kabupaten Kerinci
sebagai data pendukung petugas pajak menghitung nilal
pokolk Pajalk MBLEB dan Opsen MBLB terutang.
Angka 2
Cukup Jelas
Anglka 3
Culaap Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat {1)
Cukup Jelas
Ayat {2)
Cukup Jelas
Avat (3]
Culkugp Jelas
Avat (4]
Cukup Jelas
Avat (5}
Cukup Jelas
Ayat (0)
Cukup Jelas
Ayat {7)
Cukup Jelas
Ayat {8)
Cukup Jelas

Avat (9)
Culkup Jelas




Ayat (10)
Culoup Jelas
Avyat (11)
Cukup Jelas
Pasal 34
Avat (1)
Culcup Jelas
Ayat {J)
Cukup Jelas
Aval {3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huraf b
Culkup Jelas
Ayat (4]
Cukup.Jelas
Avat (5)
Cukup Jelas
Avat (0)
Cukup Jelas
Avat {7)
Cukup Jelas
i Pasal 35
i Ayat [1)
: Cukup Jelas
| Ayat (2}
Cukup Jelas
Avat (3)
Hurufa

Cukup Jelas
Huruf b
Culup Jelas




Ayat {4}
Cukup Jelas
Pasal 36
Avat (1)
Hurufa
Culkup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Culkap Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Culaip Jelas
Avat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Fasal 37
Ayat {1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3}
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Cuokup Jelas




Huruf 4

Angka 1

Cukup Jelas
Angka 2

Cukup Jelas
Anglza 3

Cukup Jelas
Anglca 4

Cukup Jelas
Angka 5

Cukup Jelas
Angka 6

Cukup Jelas
Anglka 7

Cukup Jelas

Hurufe

Culup Jelas

Ayat (4}
Culkup Jelas
Pasat 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (25
Cukup Jclas
Pasal 39
Avat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Culkup Jelas
Ayat {3)
Cukup Jelas



Pazal 40
Avat (1)
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf' d
Cukup Jelas
Hurufe
Cukup Jelas
Avat (2}
Cukup Jelas
Hurufa
Culoup Jelas
Huruf b
Culkaup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Culoup Jelas
Hurufe
Culaip Jelas
Avat (3}
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Awvat (3]
Cukup Jelas
Hursfa

Cukup Jelas



Huruf b
Culnup Jelas
Huruf c
Culmp Jelas
Huruf 4
Cukup Jelas
Hurule
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Avat (7)
Culaap Jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayal (3)
Cukup Jelas
Ayal {4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayal {6)
Cukup Jelas
Ayat {7)
Cukugp Jelas
Ayat {8}
Cukup Jelas
Ayat (9
Cukup Jelas
Axvrat {14

Cukup Jelas




Aval [11)

Cukup Jelas
Pasal 42
Ayal {1]
Cukup Jelas
Ayal {2)
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Culup Jelas
Avat (2}
Cukup Jelas
Avyat (3}
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat (1]
Cukup Jelas
Ayatl (2]
Cukup Jelas
Aval {3}
Huruf a
Culkup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢

Culp Jelas




Huruf d
Cukup Jelas
Avat (4]
Cukup Jelas
Avat (5)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup . Jelas
Hurufl d
Cukup Jelas
Ayat (0)
Cukup Jelas
Myat (V)
Cukup Jelas
Pasal 45
Avat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb
Culkup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2]
Cukup Jelas
Ayat (3}

Culap Jelas




Paszl 46

Ayat {1)
Cukup Jelas
Ayat {2)
Huruf a
Angka 1
Culoap Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Anghka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Culkap Jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup Jeias
Angka 2
Culkup Jelas
Avat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Culup Jelas
Ayat (2}
Cukup Jelas
Pasal 48
Ayat {1)
Culkup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas




Hurufc
Cukup Jelas
Hurufd
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat {20
Cukup Jelas
Pasal 50
Ayaf {1)
Cukup Jelas
Avat (2]
Huruf a
Culoap Jelas
Huruf I
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jclas
Pasal 51
Culup Jclias
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukuyp Jelas
Huruf b
Cukup Jelas



Ayat (2)
Culmup Jelas
Avat (3)
Culnup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Culoup Jelas
Ayat (b)
Cukup -Jelas
Ayat (V)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huwuf ¢
Cukup Jelas
Ayal (8)
Cukup Jelas
Ayat (9}
Cukup Jelas
Ayat (10)
Huruf a
Culkup Jelas
Huruf b
Culkoup Jelas

Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Culaup Jelas
Avat (11)
Cukup Jelas



Pasal 53
Angks 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jeias
Pasal 54
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf &
Angka 1
Culoup Jelas
Angla 2
Cukup Jelas
Anglka 3
Cukup Jelas
Pasat 55
Ayat (1)
Cukup Jclas
Ayat (2)
Culazp Jelas
Ayat (3)
Culnuzp Jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup Jeias
Avat (2)
Cuitup Jelas
Pasal 57
Ayat {1)

Culmp Jelas




Avat {2)
Cukup Jelas
Pasal 58
Axyat {1)
ITuruf a
Culmup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jclas
Pasal 59
Huruf a
Culkup Jelas
Huruf b
Angla 1
Cukup Jelas
Angla 2
Cukup Jelas
Angka 3
Culaip Jelas
Pasal 60
Ayat {1)
Culoup Jelas
Ayal {2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 61
Ayat (1}
Cukup Jelas
Avat (2)

Cukup Jelas



Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Culup Jelas
Paszal 63
Avat (1)
Culaup Jelas
Avat (2)
Huruf a
Cultup Jelas
Hurf b
Culmip Jelas
Ayat {3)
Culkup Jelas
Ayat (4}
Humfa
Cukup Jelas
Huruf b
Angka 1
| Cukup Jelas
Anglka 23
Culaap Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angla 4
Cukup Jelas
Avat (5}
Cukup Jelas
Pasal 64

Avat (1)
Culaup Jelas




Ayat {2)
Cukup Jelas
Avat (3
Cukup Jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Culaap Jelas
Pasal b6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat {2)
Cukup Jelas
Pasal 67
Avat (1)
Cukup -Jelas
Axat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Axvat {5}
Cukup Jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayal (2)
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas



Avat (4)
Culkup Jelas
i Ayat (5)
Culoup Jelas
| Ayat (G)
i Cuitup Jelas
| Ayat {7)
Culuyp Jelas
Ayat {8)
Cukup Jelas
Paszal 69
Ayat [1)
Cukup Jelas
Ayat (2}
Culup Jelas
Avat (3)
Culkup Jelas
Ayat (4)
Culp .Jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Culkup Jelas
Ayat (2}
Cukup Jelas
Ayat (3}
Huraf a
Cukup Jelas
Huruf b
Culkup Jelas

Huruf ¢

Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas




Huruf e
Culup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 71
Ayal (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Culnap Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (3}
Culaup Jelas
Pasal 72
Cuitup Jeias
Pasal 73
Culkp Jelas




Pasal 62

Avat (1)
Cukup Jelas
Ayat [2)
Cukuyp Jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayal {2)
Huruf a
Cukup Jelas
Hurul &
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukugp Jelas

Angla 3




Avat (2}
Cukup Jelas
Ayat (3)
Culkup Jelas
Paszal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat {2)
Cukup Jelas
Pasal 66
Avat (1}
Culkup Jelas
| Ayat (2)
Culcup Jelas
Pasal 67
Avat (1)
Cukup Jelas
Avat {2)
Culup Jelas
Avat (3}
Cukup Jelas
Avafi (4)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 68
Ayat [1)
Culoap Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cultup Jelas




Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2]
Cukup Jelas
Ayat (3}
Cukup Jelas
Ayat (4}
Cukup Jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Culazp Jelas
Ayat (2)
Culauap Jelas
: Ayat (3)
Huraf a
Cukup Jelas
Huaruf b
i Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Hurui d

Cukup Jelas




Hural e

Cukup Jelas

Avat (4}
Cukup Jelas
Pasal 71
Ayal (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Huruf a
Culuap Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Culup Jelas
Huraf d
Culoup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas
Pasal 72
Culkup Jelas
Pasal 73

Culknup Jelas




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI

TATA CARA PEMNGUNGUTAN PAJAK

MBLB
NOMOR =1 TAHUN 2025
TANGGAIL 28 /1 -2025

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MBLEB

PEMERINTAH KARUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN BAERAH

Homplek Perkantoran Qukit Teogah Siulake, Kode Pos: 37162
ras-2l schdaferindkab.ge.dd sekda kerfacifoyabioo. oo

Momar Fommulir .

FORMLULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN f PEMILIK USAHA

BATA WAJIB PAJAK DAERAH
Mama Usaba e e e e e
Laksi Pengambilan MBLE
Marrma Pemilik f Kuasa L et emmt e e ierarestameraiaaen e eerm e ae s m e men e
HKewarganegaraan S P
Alamat tempat inggal T e mme e oo e e emm e am i meemaaaeaaeieans
- Jalan/ Mo
- Kelurahan
-  Kecamatan
-  Kabupaten
- Momor Tipffaxienail usaha
- Momor Tipfaxemail pemilik T
- HKodePaos e e
8. Tanda Bukti Diri : r_l KTP D P'aspc:r

T. Mo, dan Tal. Tanda Sakh D T I .

B. Surat Zin lain yang dimiliki {Fntﬂmpy Surat Izln harap dtlampukan}

- Burat IZim c e Mo, .. Tgl ... e
-  Swuratlzin. Mo, Tgl
- Suratlzin. [ L 1+ 1 MU
& Jenis mmerm dan Pctens!{MSIhan} S
10..Jenis Pajak MINERAL E!UKAN LDGAM DAN BATUAN

;okoLr by

KarinGi, oo verciienariviner Tahun ...
Parmahon,




B. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

PEMERIMTAH KABLUPATEN KERINCI
BADAN PENGELGLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kowmplek 1'erkantoran Buliil Tengah Fiulak , oade Pos: 57162
Pos-el sekdai® ke rincikoleyo E selda Kednel@yaboo.com

............................. Tahun.........
Momor : Yth. Bupati Kerinci
Lampiran : up. Kepala Badan Pengelclaan
Keuangan dan Pendapatan
Daarah
Perhal : Permohonan Keberatan di -
Siuiak
Dangan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Mama P R P U
Alamat T e eariaraai e sissrrEe s eararmar i aie rnnens
Bertindak untuk dan atas nama
Marna Usaha/ Perusahaan R,
MNPWPD L i eeaeer e
Alamat Usaha T i esreara e a e e aae
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan stas Pajak ... berkaitan
gengan SPTPYSKPLYSKPDKBISTPD Nomar .. Tahun......coeeee. ..
Dangan Huruf
Dengan Alasan
Hormat Saya,

Pemehon




C. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANDING

PEMERINTAR KABUPATEN KERINC]
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kumplek Perkacloran Buklt Tengal Sinlak, Bode Pos (37 162
Frs-gl sekda@kerincikab g, td sekda Rerimel @yaling.com

,,,,,,,,,,,,,,,, SRR 1- <11 3 TN
Momor : ¥Yth. Bupati Keringi
Lampiran up. Kepala Badan Pengeslolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerath
Perihal ;. Permohonan Banding i -
Sufak
Dengan horrmat,
Saya yang berianda tanoan dibawahl M © i
Mama
Alamat D e reama e e e s
Bertindak untuk dan atas nama T et e et e e am e e em et e e brn e raa e ra e
Marma Usahaf Perusahaan L e et e e e rn e e mrtm e e ar it e vt e n e
NPWFD L e e e e et n e e v
Afamat Lsaha et araran ranana e
Dengan ini mengajukan Surat Fermohonan Banding atas Pajak ... berkaitan
dengan SPTPEYSKRFD/SKPDKESTPOD Nomor oo Tahun. ...

Dengan Huruf

Dengan Alasan

Hommat Saya,
Femohon




D, FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF FISKAL

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAR

Komplek Porkanteran Buldr Tongah Siulak, Kode Pos - 371062
Pos-el satedes@bcrincikab.goid sokdda kerlncli@yahoo.cam

Tahun........
MNomor : Yith. Bupali Keringi
Larmpiran up. Kepala Badan Pengelalaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Ferihal ; Inseniif Fizkal di-
Siulak
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini .
1= 1. - 5
F =1 1 =
Berfindak untuk dan 8tas Nama o
Mama Usaha! Perusahaan e
LY L7
Aamat SENE e e e ir s ra i,
Dengan ini mengajukan Surat Parmaohonan
PenguranganfKeringanan/Pembebasan/Panghapusan Pokok Pajak, danfatau Sanksinya
barkaitan dengan SPTRYSKPDYSKPDEB/STPD NOmMOor ..oocvcvevviececene e, Tahun.......c...

Dengan Huruf

Dangan Alasan

Hormat Saya,
FPamohon




E. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH

Hemplek Peckantoran Bukit Tengah Sulak, Kode Fog ; 371602
Tos-cl seldatvherinclbab.godd selkda kerino@yahao.com

................ R =1 1 £ 1] SR
Nomor : Yth. Bupati Rerinci
Lampiran up. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Dasrah
Ferihat : Permohonan Angsuran di-
Siutak
Dengan hormat,
Saya yang beranda tangan dibawah im @ .
Nama SR U USRI
Alamat R
Batindak untuk dan atas nama P O S
Nama Usabha/ Perusahaan L e
NPWPD T e e
Alamat Usaha e rereere e eararereeraeaearrraresiiraearararnanararna
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Angsuran atas Pajak ... berkaitan
dengan SPTPD/SKPD/SKPDKB/STPD Nomor ..o Tahuno..........
Dengan Huref
Deangan Alasan
Hormat Saya,

Famohon




PEMERINTAII KABUPATEMN KERLMNCL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkaoioran Bakil Tengah Gialak , Hodn Pos - 27162
Has-ol seledainkerincikale g [d sekika Rerlnclfisabon.cont

SURAT PERJANJLAN ANGSTTRAN

Saya yvang bertanda tangan dibawab M e e
Mama

Alamat

Bertindak uniuk dan atas nama PSPPSR
Mams Usahal Perusahaan
NPWPD

Alarnal Usaha

1. Dengan inl menyatakan telah menyampaikan parmohonan angsuran pembayaran
utapg pajrk  berkaitan SPTPD/SKPOIVSKFDKE/STPD  Momar
Tahurt....coceeuees, saebanyak ... Y kall angsuran.

Pambayaran angsuren ulang pajak dan  blaya admyS jumlah  angsuran

=1 <
Tanpgal Sefor Pokok Denda
A Tgl e (% ¢ T ~ | IS
B, Tl e e Rp B
o T v | U s RO 34 ¢ IR
A, Tl e i e =« I |51« I
R |2 o R,

2. Jika pernvataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi maka
penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemeberitahuan terleblh dahula.

Tanda Tarima

a.in. Kepala Badan Pangelolaan Keuangan Hormat Sava,
dan Pendapatan Daerah Kab. Kerinei, Pemcheon
KABID #ajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
MNP,




F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAR

Kemptek Perbantormn Bukit Tengah Sialak, Kode Pos : 37162
Poz-g] sekdafkerincilab, gold sekda Keracifryahow com

_____________________________ T=hun
Nomor : Yth. Bupati Keripgi
Lampiran up. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Perinat : Permohonan Angsuran di -
Siulak
Dengan hormat,
Sava yvang bertanda tangan dibawah N e
MNanta ittt et
Alamat T e e eeeeaedeeieeiaeeereniieeiieiians
Bertindak unfuk dzn atas nama et teee e
Nama Usabhal Perusahasn e
NPWPD T et eeereeeerereeeereeieeeeiereriareriarrriaranaa
Alamat Usaha P
Cengan inl mengajukan Sural Permchonan Angsuran  atas Paiak ... ... herkaitan
dengan SPTPO/SKPD/SKPDKEB/STPD NOmor . oeeeeeveee FARAUM e
Dengan Huruf
Dengan Alasan
Hormat Saya,

Femohon



G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

PEMERINTAII KABUPATEN KERINCE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERARH

Komplek Perhamtarare Dekit Tenpah Siulalk , Kode Pos: 37162
Pus-ed selntafberinclkab.gold sekde kernclidyahoo.com

................ RO I - 4 111y TR
MNarmor : ¥ih, Bupali Karinei
Eampiran up. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Perihal . Permohonan Pernbetulan di-
Slulak
Crengan hormat,
Saya yang hertanda tangan dibawah ini
2= 1 - XN
ALAMIBE e e i
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Usahal Perusahzan
NPWPED
Alamat USERE e e
Dengan inl mengajukan Surat Permohoinan Pembefulan afas Pajak ... Berkaitan
dengan SETPD/SKPDISKPUDKEB/STRPD NOMOT v cccveevecmeeeens Tahun
Dengan Huruf
Dengan Atasan
Hormat Saya,

FEH"I:DHDH




H. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

PEMERINTAIT KABUFATEN KERINGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kampiek Perkantoran Bulkit Tengah Siulak , Kode Pos 1 27162
Pox-cl sekdaskerine i bgo bl sekda Rerireci @yaboe.com

R ¥-1 11T TRUSTO

Narnor : Yih. Bupati Keringi .
Lampiran up. Kepala Badan Pengelolaa
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Parihzal : Perfmohanan Pembatalan di -
Siulak

Cengan harmat,

Saya yang berlandatangan dibawah ini © .. '
MNama T e
Alamat e et en et e eeen et eeee s en e
Bertindak unfuk dan atas nama e e eeeerteerateaaereateeeaameeaeeezanenararanenrnarancas
Nama Usaha/ Perusahaan e e reer e aea e e e va e rreraan s
MNEWPD L U
Alamat Usaha et eraieeiearaieearieeeieneeeaneeienneeinneeein

Dengan ini mengajukan Burat Permohonan Pembatalan atas Pajak ................. berkaitan
dengan SPTPD/ASKPLD/SKPDKEB/STPD Nomor ... e, Tahun L
Dengan Huruf

Dangan Alasan

Hormat Saya,
Pemohaon




I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah Siulak , Kode Pos : 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekda kerinci@yahoo.com

................ siecssivesss TANUN
Nomor : Yth. Bupati Kerinci
Lampiran up. Kepala Badan Pengelo
Keuangan dan Pendap
Daerah
Perihal - Permohonan di -
Pengembalian
Siulak

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini - ...
Nama B e RN A R
Alamat Ty
Bertindak untuk dan atas nama R LSBT S
Nama Usaha/ Perusahaan Sempomuyn S Smemm—— A S———— b
NPWPD e R S A e A e S S S ST e
Alamat Usaha 0 U S

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
berkaitan dengan SPTPD/SKPD/SKPDKB/STPD Nomor .............cccc......... Tahun...............
dengan dilampirkan SSPD Nomor ...........ccccccceeee. L[ (1] T———

Dengan Huruf

Dengan Alasan

Hormat Saya,
Pemohon
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